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INTISARI 

Pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini hendaknya tidak hanya 
dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi harus mendapat duk:ungan dari masyarakat 
agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan optimal. Begitu juga 
dengan pembangunan di bidang pertanahan khususnya program konsolidasi tanah 
perkotaan (KTP), tidak akan berhasil apabila tidak ada peran serta dari 
masyarakat secara aktif didalam membangun wilayahnya itu sendiri. Dalam 
pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan tersebut, masyarakat harus 
menyumbangkan sebagian tanahnya untuk: proses pembangunan, dalam rangka 

'menyediakan tanah untuk pembangunan prasarana jalan dan fasilitas umum 
· - .  lainnya serta tanah pengganti biaya pelaksanaan (TPBP). Berdasarkan hal 

tersebut · di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul 
. PEMANFAATAN SUMBANGAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 

.:/''DALAM PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI 
KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI. 

Metode yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskript:i±: dengan daerah penelitian di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, 
Sedangkan populasinya adalah seluruh peserta dan lokasi konsolidasi tanah 
perkotaan di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar. Sampel yang diambil 
dalam penelitian ini adalah sebagian peserta dan lokasi yang terpilih dari seluruh 
lokasi · kegiatan konsolidasi tanah perkotaan di Kecamatan Gianyar Kabupaten 
Gianyar yaitu pada lokasi Barat Gor dan Bukit Jati. Untuk mengetahui informasi 
mengenai pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan itu, maka dari kedua lokasi 
tersebut dipilih secara acak sebesar 10% peserta sebagai responden. Teknik 
pengumpulan datanya dengan cara kuesioner, wawancara dan studi pustaka, 
sedangkan teknik analisa data yang dipergunakan adalah analisa tabulasi. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, sumbangan tanah untuk: 
pembangunan yang diberikan oleh peserta konsolidasi tanah perkotaan sebesar 
20% dan dapat meyediakan tanah untuk: : 
a. Prasarana jalan seluas 12,96 Ha atau 80,3%; 

b. Fasilitas umum seluas 1,67 Ha atau 10,4%; 

c. Tanah pengganti biaya pelaksanaan (TPBP) seluas 1,29 Ha atau 7,9%; 

d. Tanah sisa sementara (TSS) seluas 0,23 Ha atau 1,4%; 

Pengelolaan I pemanfaatan sumbangan tanah untuk pembangunan pada 
lokasi Barat Gor dan Buk:it Jati belum optimal karena belwn terealisasi 
pembangunannya secara konsisten. Hal ini dapat dilihat dari pendapat responden 
sebanyak 60 responden, yang menyatakan pengelolaan/pemanfaatan swnbangan 
tanah untuk pembangunan sudah dilakukan secara optimal dengan terealisasinya 
pembangunan secara konsisten adalah sebayak 24 responden atau 40% sedangkan 

"""'"""'t<>lr<>n nPnoP.Iola�n/nemanfaatan swnbangan tanah untuk 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan perkembangan kota di Indonesia, terlihat kenyataan laj u 

pembangunan perurnahan yang dilaksanakan oleh masyarakat lebih cepat dari 

rencana pembangunan kota yang dilaksanakan oleh pemerintah. Keadaan 

seperti ini jika tidak segera diambil langkah-langkah penataan terhadap 

daerah-daerah yang sudah mulai berkembang, menurut Oloan Sitorus dan 

Balans Sebayang (1996:27) mengemukakan bahwa "banyak wilayah 

perkotaan cenderung menjadi daerah kumuh." 

Apabila ditelusuri lebih jauh, kecendrungan suatu wilayah menjadi 

daerah kumuh sesungguhnya berpangkal dari akibat urbanisasi. Di kota besar 

tingkat urbanisasi sangat tinggi, hal ini dikemukakan oleh J.H.School (Oloan 

Sitorus dan Balans Sebayang , 1996:27) dikarenakan : 

Faktor daya tarik kota, keinginan mengangkat posisi sosial, harapan 
untuk menikmati pendidikan yang lebih baik, keinginan untuk 
menghindarkan diri dari kontrol sosial yang terlalu ketat serta keinginan 
untuk menik:mati hiburan di kota-kota. 

Dengan adanya urbanisasi maka semakin meningkat kebutuhan akan 

tanah, sementara persediaan tanah semakin terbatas. Hal ini menyebabkan : 

Pertumbuhan yang tidak wajar dengan kualitas lingkungan yang 
-'-1 '------ 1-··--��.,n ..-.--.r'>r<>n<> rl<>n rPnrl::�hnV::l f::t�llltaS JinQkUflQafl 
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memperhatikan kepentingan wilayahllingkungan secara lebih luas. 
(Oloan Sitorus dan Balans Sebayang, 1996 : 27 ). 

Mengingat masalah pertanahan mencakup bidang tugas yang sifatnya 

lintas sektoral dan menyangkut berbagai intansi yang terkait maka diperlukan 

sinkronisasi dan koordinasi dengan intansi-intansi yang terkait dengan 

peruntukan dan penyediaan tanah baik untuk keperluan negara, masyarakat 

maupun perorangan. 

Atas dasar tersebut di atas maka Pemerintah Daerah mencari jalan 

alternatif yang tepat dalam perencanaan penyediaan tanah untuk 

pembangunan dengan model pembangunan konsolidasi tanah perkotaan 

(KTP). Konsolidasi tanah perkotaan merupakan kebijaksanaan pertanahan 

mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha 

pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan 

kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan 

partisipasi aktif masyarakat. 

Konsolidasi tanah telah demikian pentingnya, sehingga negara-negara 

berkembang sudah mulai melaksanakannya termasuk di Indonesia. 

Konsolidasi tanah yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia adalah : 

Dilaksanakan tahun 1982 di Renon, Denpasar sebagai upaya 
mengakomodasikan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata 
Ruang Wilayah. Berdasarkan kebijaksanaan pertanahan nasional dan 
kebijakasanaan penataan ruang, prinsip-prinsip dan prosedur pelaksanaan 
konsolidasi tanah selanjutnya didasarkan atas Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 yang bertumpu pada peran 

· - ---'--• ---;1;1. •�-nl. '"""�""'" oH1.f cPi�Jc t�h�n nP.TP.TICanaan 
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Walaupun kegiatan konsolidasi tanah telah berkembang sangat pesat 

namun dalam kenyataannya masih sering dijumpai berbagai kendala Kendala-

kendala itu adalah: 

1. pencapatan musyawarah kesepakatan mengenai persentase luasan 
tanah para peserta yang harus diserahkan untuk pembangunan 
prasarana dan fasilitas umum lain serta untuk membiayai konsolidasi 
tanah itu sendiri; 

2. tidak selalu sinkronnya objek konsolidasi tanah dengan rencana 
alokasi dana untuk pembangunan jalan oleh Pemerintah Daerah, 
kadangkala konsolidasi tanah itu baru mencakup penataan kembali 
pemilikan dan peruntukan tanahnya saja. Perkerasan badan jalannya 
kadang-kadang baru dilaksanakan setelah beberapa tahun kemudian 
(Anonim, 1997:12). 

Dengan dernikian apa yang telah uraikan di atas, sejalan dengan 

pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar 

Provinsi Bali sangat terasa semakin meningkat, dimana Kota Gianyar yang 

berpusat di Kecamatan Gianyar merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Gianyar, 

disamping sebagai pusat permukiman penduduk juga memepunyai fungsi 

sebagai pusat perdagangan, pusat industri dan pusat transportasi. Sehingga 

mata pencaharian penduduk Kota Gianyar juga mengalami perubahan dari 

pola usaha tani menjadi pola usaha jasa dan perdagangan. 

Saat ini perkembangan pembangunan kotapun sangat tumbuh dengan 

pesat, arah perkembangannya menuju arah barat, utara dan selatan. Melihat 

kecepatan arah perkembangan yang demikian, maka bila tetap dibiarkan 

tanpa terencana dengan baik akan menimbulkan suasana kota yang tidak 
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Kabupaten Gianyar mencari jalan alternatif untuk melaksanakan program 

pembangunan daerah dan kota dalam rangka proyek penataan tanah 

lingkungan permukiman di Kecamtan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan 

cara konsolidasi tanah di wilayah perkotaan. 

Konsolidasi tanah pekotaan (KTP) pada penns1pnya mempunyat 

tujuan untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal, melalui 

peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah. Dalam 

pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan, partisipasi masyarakat pemilik 

tanah dapat diwujudkan dalam bentuk peran serta sebesar 20 % dari bagian 

tanah miliknya yang akan dipergunakan sebagai sumbangan tanah untuk 

pemabangunan (STUP). Pemanfaatan sumbangan tanah untuk pembangunan 

ini direncanakan penggunaanya untuk pembangunan prasarana jalan dan 

fasilitas umum lainnya serta penyediaan tanah pengganti biaya pelaksanaan. 

Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan konsolidasi tanah 

perkotaan berupa sumbangan tanah untuk pembangunan, maka penulis 

berkeinginan mengadakan penelitian dengan judul PEMANFAATAN 

SUMBANGAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DALAM 

PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI 

KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR PROVINSI 

BALI. 
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B. Rumusao Permasalahao 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Belum optimalnya pemanfaatan sumbangan tanah untuk pembangunan 

dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Kecamatan Gianyar 

Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. 

2. Pemanfaatan sumbangan tanah untuk pembangunan tidak sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah 

perkotaan di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. 

C. Batasao Permasalahan 

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, maka perlu 

kiranya penulis rnemberikan batasan penelitian dan permasalahan guna 

tercapainya tujuan penelitian yang diharapkan, dalam kaitannya dengan 

kegiatan konsolidasi tanah perkotaan yang selama ini telah dilaksanakan 

dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat berupa sumbangan tanah 

untuk pembangunan. 

Dalam Pasal 1 butir 4 peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 4 Tahun 1991 merumuskan bahwa yang dimaksud dengan sumbangan 

tanah untuk pembangunan adalah bagian dari obyek konsolidasi tanah yang 

�;��rl; ... J, ...... ..... t .. !r ""'"'h�nmm�n nr�<;.�rana ialan dan fasilitas umum Iainnya 
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Untuk: itu akan diteliti lebih jauh pemanfaatan sumbangan tanah 

untuk: pembangunan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di 

Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali yang dapat mendukung 

tersediaanya tanah untuk pembangunan prasarana jalan dan fac;;ilita<> umum 

Iainnya serta penyediaan tanah pengganti biaya pelaksanaan .. 

D. Tujuao dan Keguoaao Peoelitiao 

1. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan sumbangan tanah untuk 

pembangunan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di 

Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali dapat mendukung 

ketersediaan tanah untuk pembangunan prasarana jalan dan fasilitas umum 

serta tanah pengganti biaya pelaksanaan. · 

b. Untuk mengetahui sejauh mana penyimpangan pemanfaatan sumbangan 

tanah untuk pembangunan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan 

di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. 

2. Kegunaan Penelitian 
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pemanfaatan sumbangan tanah untuk pembangunan ini yang direncanakan 

untuk pembangunan prasarana jalan dan fasilitas umum serta penyediaan 

tanah pengganti biaya pelaksanaan. 

b. Sebagai bahan masukan kepada Kantor Pertanahan dalam menetapkan 

kebijaksanaan mengenai pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di masa 

yang akan datang. 



A. Kesimpulan 

BABVI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan pada lokasi Barat Gor dan 

Bukit Jati dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan pada lokasi Barat Gor dan Bukit 

Jati pada umumnya dapat mendukung tersedianya tanah untuk prasarana 

jalan dan fasilitas umum/sosial. Dengan rincian, bahwa peran serta setiap 

pemilik tanah yang dipotong 20% sebagai sumbangan tanah untuk 

pembangunan seluas 16,15 Ha atau 100% dapat menyediakan tanah untuk 

pembangunan prasarana jalan seluas 12,96 Ha atau 80,3%, fasilitas umum 

seluas 1,67 Ha atau 10,4% dan tanah pengganti biaya pelaksanaan seluas 

1,29 Ha atau 7,9% serta uang kompensasi yang diperoleh dari tanah 

pengganti biaya pelaksanaan sebesar Rp. 309.600.000,-. Adapun tanah 

sisa sementara dari peran serta aktif pemilik tanah yang dipotong 20% 

sebagai sumbangan tanah untuk pembangunan itu seluas 0,23 Ha atau 

1,4%. Tanah sisa sementara ini akan diberikan/dialihkan kepada pihak 

ketiga yang membutuhkan diganti dengan uang kompensasi. Uang 

kompensasi ini selanjutnya dipergunakan untuk pembangunan kontruk:si 

seperti perkerasan jalan dan lain sebaginya. 

, ·  
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dicadangkan untuk fasilitas umum belum dapat direalisasikan 

pembangunannya dan tidak laksanakan secara konsisten serta tidak sesuai 

dengan rencana pembangunan yang telah direncanakan berdasarkan 

Rencana Tata Ruang yang ada. Hal ini dapat dilihat dari pendapat 

responden yaitu dari 60 responden, yang menyatakan 

pengelolaan/pemanfaatan sumbangan tanah untuk pembangunan sudah 

direalisasikan pembangunanya secara optimal sebanyak 24 responden 

atau 40% sedangkan yang menyatakan pengelolaan!pemanfaatan 

sumbangan tanah untuk pembangunan belum direalisasikan 

pembangunannya secara optimal adalah sebanyak 36 resaponden atau 

60%. Karena pengelokasian dan perencanaan pemanfaatan sumbangan 

tanah untuk: pembangunan dari peran serta pemilik tanah sebesar 20% itu 

yang sudah direncanakan untuk pembangunan fasilitas umum hanya 

disediakan fisik tanahnya saja sedangkan fisik bangunan fasilitas umum 

itu belum direalisasikan sampai sekarang. 

B. Saran 

Dari basil penelitian, penulis dapat mengemukakan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Untuk mewujudkan pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan yang 

berkelanjutan dengan terciptanya permukiman yang sehat dan aman 
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yang belum ada segera direalisasikan pembangunannya karena sangat 

berguna untuk meningkatkan aktivitas masyarakat. Untuk itu perlu 

diadakan koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, 

Kantor Pertanahan dan Dinas Pekerjaan Umum serta pihak-pihak yang 

terkait. 

2. Pengelolaan/pemanfaatan sumbangan tanah untuk pembangunan 

hendaknya tanah yang sudah dicadangkan untuk prasarana jalan, fasilitas 

umum lainnya yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang 

yang ada, harus segera direalisasikan pembangunanya secara konsisten 

dan transparan. Kalau tidak segera direalisasikan pembangunannya, 

tanah-tanah tersebut akan terlantar dan menjadi lahan tidur. Sehingga 

lingkungan dilokasi konsolidasi tanah perkotaan menjadi kumuh, dengcm . 
.. · 

suasana lingkungan yang kurnub itu tidak sesuai dengan prinsip dari 

pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan yaitu untuk mengatur dan 

menata lingkungan yang belum teratur menjadi teratur dan tertata rapi 

dilengkapi dengan dibangunya parsarana jalan dan fasilitas umum/sosial 

lainnya sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu perlu adanya tindak 

lanjut I penanggulangan dari pemerintah daerah agar lokasi konsolidasi 

tanah perkotaan tersebut dapat terpelihara kearsiannya dan keindahannya. 

Disamping itu agar pembangunan prasarana jalan , fasilitas umum/sosial 

lainnya dapat berjalan dengan lancar, maka bantuan dari pemerintah 
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